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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan anugerah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak 

wajib dilindungi harkat bahkan martabatnya selaku manusia serta haknya 

dalam tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Anak adalah pewaris 

bangsa, mereka harus memiliki hak dan kebutuhan yang layak dan anak 

berhak untuk dilindungi dari berbagai kejahatan yang terjadi di dunia.1 Anak 

sebagai penentu masa depan bangsa yang kelak diharapkan dapat menjadi 

calon pemimpin bangsa. Anak harus tumbuh dan berkembang dengan 

kesempatan yang seluas-luasnya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab yang 

harus dilakukan bagi orang dewasa agar anak dapat berkembang kearah yang 

baik dan tidak menjadikan anak melakukan kejahatan atau tindak pidana. 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam serta dilarang dengan 

pidana bagi seseorang yang melanggarnya.2 Adapun seseorang yang 

melakukan tindak pidana dikenal sebagai pelaku. Pelaku tindak pidana 

diartikan sebagai orang yang melanggar aturan hukum atas perbuatan yang 

dilakukannya. Melihat perkembangan tindak pidana yang muncul di  

Masyarakat  berdasarkan pelakunya orang dewasa bukanlah satu-satunya yang  

menjadi pelaku pidana melainkan juga anak. 

                                                   
1 Unicef Perwakilan Indonesia, 2005, Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatian 

tentang Konvensi Hak Anak, Jakarta, hlm.8. 
2 Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59. 
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Perilaku atau perbuatan yang terlaraang akibat suatu peraturan hukum 

 serta dikenakan ancaman pidana karena hal itu merupakan perbuatan yang 

merugikan dan barang siapa yang melanggar larangan    tersebut, baik laki-laki, 

perempuan, orang dewasa maupun anak-anak yang  melakukannya akan 

dikenakan sanksi pidana salah satunya adalah tindak  pidana penganiayaan.3 

Pada KUHP, tindak pidana atas tubuh biasanya disebut sebagai 

“penganiayaan”. Pengaturan terhadap kejahatan pada tubuh manusia ini 

dibuat untuk melindungi tubuh dari pelanggaran yang menyebabkan rasa sakit 

atau luka, bahkan luka yang bisa menyebabkan kematian. Untuk menyebut 

orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang 

tersebut harus mempunvai opzet atau suatu kesengajaan. Jika perbuatan 

menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan suatu tujuan 

melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat 

dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang 

penganiayaan, misalnva jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan 

penghukum yang dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan oleh para 

orang tua atau guru terhadap seorang anak yang dilakukan 

untuk mendidiknya.4 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perbuatan 

semena-mena dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya kepada korban 

                                                   
3 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan 

Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 250. 

Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-

perlindungan- anak- ff389e41.pdf  pada tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 22:45 WIB. 
4 Prasetyo Margono. “Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan” ,Jurnal 

Hukum Independent, Volume 4 Nomor 2, 2016, hlm 3. Diakses dari 

https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/56/55 pada tanggal 16 

September 2023, pada pukul 10:17 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/56/55
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kekerasan atau penganiayaan.5 Poerwodarminto memiliki pendapat jika: 

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa 

atau menindas orang lain”. Penganiayaan tentunya melaksanakan satu 

tindakan yang bertujuan untuk memunculkan rasa sakit mapun luka terhadap 

orang lain. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja wajib mencakup tujuan 

memunculkan rasa sakit maupun luka terhadap orang lain atau dengan kata 

lain, pelaku sengaja menimbulkan resiko dari suatu tindakan. Maksud atau 

tujuan di sini wajib didasarkan pada sifat dari tindakan yang menyebabkan 

rasa sakit ataupun luka terhadap orang lain. Pada kasus ini, sentuhan di tubuh 

seseorang harus menyebabkan rasa sakit ataupun luka terhadap orang lain. 

Seperti halnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.6 

Dalam Pasal 351 KUHP mengatakan bahwa :7 

(1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima 

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.” 

                                                   
5 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 

Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 97. 
6 Poerdaminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta hlm.48. 
7 Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 

2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 
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Anak merupakan tunas, potensi dan juga bagian dari generasi muda 

sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan 

strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus, membutuhkan pembinaan dan 

perlindungandalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental dan sosial dengan utuh, serasai, selaras dan seimbang.8 Tindakan 

penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang kerap kali 

terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali menyebabkan luka di 

bagian tubuh atau anggota tubuh korban, justru tidak jarang membuat korban 

menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada 

kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan 

efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, 

bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan 

jiwa dan mental. 

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-undang yang mengatur masalah 

berkaitan dengan perlindungan anak,9 yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Anak, yang mana pada penegakan hukum tersebut undang-

undang yang menjadi landasan dasar didalam pemutusan sanksi atau hukuman 

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, oleh sebab itu hal-hal yang 

mengkhawatirkan adalah tindak pidana penganiayaan sekarang ini tidak cuma 

                                                   
8 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan 

Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 

250. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-

perlindungan- anak- ff389e41.pdf , pada tanggal 27  Agustus 2023, pada pukul 21:05WIB. 
9 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) 

https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
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dilaksanakan oleh orang dewasa namun juga dilaksanakan oleh anak di bawah 

umur.10 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak , penganutan Prinsip double track system, dapat dilihat 

dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana Anak yang 

merumuskan sanksi pidana dan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan  

Pidana Anak yang merumuskan tentang Sanksi Tindakan bagi anak.  

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana Anak dirumuskan 

tentang Sanksi Pidana, yakni: 

(1) “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:  

a. pidana peringatan;  

b. pidana dengan syarat:  

1) pembinaan di luar lembaga; 

2) pelayanan masyarakat; atau  

3) pengawasan.  

c. pelatihan kerja;  

d. pembinaan dalam lembaga; dan  

e. penjara.” 

 

(2) “Pidana tambahan terdiri dari:  

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau  

b. pemenuhan kewajiban adat.”11 

 

Sementara sanksi tindakan bagi anak dirumuskan pada Pasal 82 ayat (1) 

Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana Anak, yaitu:  

a. “pengembalian kepada orang tua/Wali;  

b. penyerahan kepada seseorang;  

c. perawatan di rumah sakit jiwa;  

d. perawatan di LPKS; 

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang  

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;  

f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  

                                                   
10 Rika Saraswati, 2002, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya, 

Bandung, hlm.76. 
11 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5332 
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g. perbaikan akibat tindak pidana.”12 

 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana menjelaskan bahwa : 

1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 

3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.13 

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan  Pidana Anak terhadap 

perlindungan hukum pidana secara formil, telah dirumuskan asas-asas yang 

harus diberikan kepada anak yang berhadapan hukum14, seperti yang 

dijabarkan pada Pasal 2 yakni :  

 

                                                   
12 Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 
13 Pasal 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5332 
14 Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 
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a. pelindungan;  

b. keadilan;  

c. nondiskriminasi;  

d. kepentingan terbaik bagi Anak;  

e. penghargaan terhadap pendapat Anak;  

f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;  

g. pembinaan dan pembimbingan Anak;  

h. proporsional;  

i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan  

j. penghindaran pembalasan. 

 

Ketika menghadapi perkara anak yang bermasalah dengan hukum, sanksi 

yang diberikan adalah mengutamakan sanksi yang bukan pemidanaan dan 

menghindari pembalasan kepada anak-anak yang melaksanakan tindak pidana. 

Hal tersebut dikarenakan pemutusan sanksi yang bersifat membalas seperti 

sanksi pidana terutama pidana penjara, akan memberikan dampak yang buruk 

terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dari sisi sosial yaitu anak akan 

beranggapan bahwa ia telah dibuang dari pergaulan hidup masyarakat.15 

Berdasarkan latar belakang diatas kasus perkara yang diambil oleh Penulis 

sebagai bahan analisis yaitu putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg. 

Pelaku dari kasus ini yaitu seorang anak dibawah umur berusia 16 tahun 

melaksanakan tindak pidana penganiayaan seperti yang diatur dan dipidana 

pada dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum juga mendakwa 

Anak tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara dengan waktu 8 bulan. 

Setelah melalui pertimbangan dan menyatakan anak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, Hakim 

menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan.16 

                                                   
15 Mansila M. Moniaga, Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem 

Hukum Indonesia dan Akibat Pidana Penjara, Lex et Societatis, Vol. III No. 1, Januari-Maret 

2015, hlm. 120. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/, pada tanggal 29 Agustus 2023, pada 

pukul 23:12 WIB. 
16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Palembang 
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Sebagai perbandingan, penulis juga akan melakukan analisis kepada 

putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg. Pelaku dari perkara ini 

adalah seorang anak dibawah umur 16 tahun melaksanakan tindak pidana 

penganiayaan seperti ditetapkan dan dipidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat 

(1) KUHP. Penuntut Umum juga mendakwa Anak tersebut dengan 

menjatuhkan pidana penjara dengan waktu 1 tahun 2 bulan. Setelah melalui 

pertimbangan dan menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, Hakim menjatuhkan pidana 

penjara 1 tahun.17 

Penjatuhan sanksi yang berbeda bagi anak pelaku tindak pidana di putusan 

Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Nomor : 29/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Plg, pada tindak pidana yang sama yakni pelanggaran Pasal 

351 Ayat (1) KUHP tersebut, yang kemudian melatarbelakangi peneliti ingin 

menggali lebih dalam terkait apa yang menjadi dasar pada pertimbangan 

hakim anak saat menjatuhkan putusan yang berbeda kepada anak pelaku 

tindak pidana yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada kedua putusan 

tersebut. 

  Berdasarkan penjabaran pada kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membuat kasus tersebut sebagai penulisan skripsi dengan judul “Penjatuhan 

Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan 

Tindak Pidana Penganiayaan  (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN 

Plg).” 

                                                                                                                                           
Putusan Nomor :  63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg 

17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Palembang 

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, Adapun beberapa rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan 

Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan  Studi Putusan Nomor : 

63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Plg? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana 

penganiayaan? 

C. Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini dengan 

maksud untuk mencari jawaban atas permasalahan diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap 

Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan  

Pada Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Studi 

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak 

korban tindak pidana penganiayaan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar bisa memberi 

wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu hukum dan 

hukum pidana anak, serta penelitian juga diharapkan agar dapat 
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memberikan sumbangan pemikiran yang bisa digunakan selaku bahan 

masukan bagi penulis lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan pemberian sanksi pidana pada kasus tindak pidana penganiayaan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penulis berharap akan penilitian ini bisa bermanfaat 

dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau para 

penegak hukum dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan 

pidana khususnya mengenai kasus tindak pidana penganiayaan. 

E. Ruang Lingkup 

  Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari 

adanya penyimpangan pokok masalah sehingga penelitian ini bisa lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini 

bisa tercapai. Ruang lingkup pada penelitian ini akan dibatasi dengan 

pembahasan mengenai penjatuhan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana 

penganiayaan dan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana 

penganiayaan. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) 

  Seorang hakim diharapkan bisa berlaku adil ketika menentukan 

siapa yang benar dan siapa yang salah pada suatu perkara. Ketika 

memutus suatu perkara hakim wajib memfokuskan kepada fakta serta 

peristiwa. Berdasarkan pendapat Prof. Gerhard Robbers, secara 

kontekstual dibagi atas 3 (tiga) esensi dari kebebasan hakim:18 

                                                   
18 Bagir Manan, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, 
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a. Hakim hanya patuh terhadap keadilan serta hukum; 

b. Tidak dapat seorang pun, termasuk pemerintah, bisa memberi arahan 

serta memilih keputusan yang akan dijatuhkan\; 

c. Tidak bisa terdapar resiko pribadi (kepada hakim) ketika 

melangsungkan fungsi yudisialnya.  

   Maka dari itu, yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial memeriksa 

serta menciptakan rekomendasi guna menindak hakim secara cuma-cuma 

akibat putusannya, merupakan suatu kesalahan nyata kepada “judicial 

independence dan freedom of judges”. Atas hal tersebut, Mahkamah 

Agung serta semua hakim manapun tidak akan bisa menelantarkan saja 

mahkota kebebasan itu diambil oleh siapa pun juga. 

   Berdasarkan pendapat Mackenzie, Hakim pada saat memutus satu 

perkara terdapat berbagai teori maupun pendekatan yang digunakan oleh 

Hakim ketika melakukan pertimbangan terhadap penjatuhan putusan 

sebuah perkara yakni:19 

a)  Teori Keseimbangan 

 Dalam teori ini, yang dimaksudkan adalah untuk menjaga 

keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan terdakwa, 

serta segala hal yang diberlakukan oleh undang-undang. 

b)  Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 Hakim dapat memilih untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi 

serta sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Keputusan ini 

didasarkan pada keadaan terdakwa dan penuntut umum dalam kasus 

                                                                                                                                           
Jakarta, hlm.111. 

19 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.102. 
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pidana. 

c)  Teori Pendekatan Keilmuan 

 Menurut teori ini, penjatuhan pidana wajib dilaksanakan secara 

sistematis dan berhati-hati, terutama jika berkaitan dengan keputusan 

lama untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten. 

d)  Teori Pendekatan Pengalaman 

 Pengalaman seorang Hakim adalah hal yang bisa membantunya ketika 

berhadapan dengan segala kasus yang dijalaninya di hari selanjutnya.19 

e)  Teori Ratio Decidendi 

 Teori ini berlandaskan pada filsafat yang memperhitungkan semua 

klasifikasi yang berhubungan dengan perkara dan kemudian mencari 

peraturan perundang-undangan yang relevan agar menjadi landasan 

hukum untuk pengambilan keputusan. Selain itu, pertimbangan wajib 

memiliki alasan yang jelas untuk memberikan keadilan dan 

menegakkan hukum bagi pihak yang berperkara. 

f)  Teori Kebijaksanaan 

 Fokus teori bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

bertanggung jawab agar membimbing, membina, mendidik, dan 

melindungi terdakwa sehingga mereka bisa menjadi orang yang 

bermanfaat terhadap masyarakat, keluarga, dan negara mereka.20 

2. Teori Keadilan 

Keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat 

sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak 

                                                   
20 Ibid. 
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sewenangwenang.dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah 

semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan 

antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan 

sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan 

tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan 

sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan 

sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.21 

Teori keadilan menurut ahli hukum :  

1. Teori Aristoteles Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang 

merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah 

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (fiat 

justitia bereat mundus). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi 

menajadi dua bentuk yaitu ; 

1. keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat 

undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi 

anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan 

proporsional. 

2. keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan 

memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. 

2. Teori Ustinian Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan 

yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang 

merupakan bagiannya”. 

3. Teori Herbet Spenser Yang menyatakan setiap orang bebas untuk 

                                                   
21 Manullang E.fernando M, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas,Jakarta, 

hlm.57 
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menentukan apa yang dilakukannya,asal ia tidak melanggar kebebasan 

yang sama dari orang lain”. 

4. Teori Hans Kelsen Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam 

hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap 

sesuatu yang adil hanya mengungkapkkan nilai kecocokan relatif 

dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.22  

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam 

semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain 

Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyataka: 

berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum 

tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere),Cicero juga 

menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat 

manusia, tatapi alam.23 Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan 

dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya 

tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang 

juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di 

dengungkan adalah suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux, 

secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan 

melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.24  

3. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum merupakan semua upaya pemenuhan hak serta 

memberikan bantuan guna mendapatkan rasa aman terhadap saksi atau 

                                                   
22 Ansori,Abdul Gafur, 2006, Filsafat Hukum Sejarah,Aliran Dan Pemaknaan, University 

Of Gajah Mada , Yogyakarta, hlm, 89 
23 Ibid hlm, 102 
24 Ibid hlm, 108 
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korban, perlindungan hukum atas korban kejahatan selaku bagaian atas 

perlindungan masyarakat, bisa direalisasikan kepada semua bentuk. 

Dengan maksud lain, perlindungan hukum selaku satu gambaran dari 

fungsi hukum, yakni konsep ketika hukum bisa memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian. Pendapat 

yang dikutip dari beberapa ahli tentang perlindungan hukum yaitu : 

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum yaitu terdapatnya 

usaha melindungi keperluan sescorang dengan cara mengalokasikan 

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya agar bertindak 

terhadap kepentingannya tersebut. 

2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

dalam melindungi masyarakat dari perilaku semena-mena olch 

penguasa yang tidak berkesesuaian terhadap aturan hukum, dalam 

menciptakan ketertiban serta ketentraman agar memungkinkan 

manusia dalam menikmati martabatnya selaku manusia. 

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan dalam 

melindungi seseorang dengan menerapkan prinsip atau prinsip ke 

dalam tindakan dan sikap untuk menciptakan ketertiban dalam 

pergaulan hidup antara sesama manusia. 

4. Menurut Philipus M. Hadjon Philipus M. Hadjon mengartikan 

perlindungan hukum merupakan gerakan dari pemerintah dan 

mempunyai sifat preventif serta represif. Perlindungan hukum yang 

sifatnya preventif memiliki tujuan mengantisipasi timbulnya suatu 

perkara, dan mengarahkan pemerintah untuk memiliki sikat hati-hati 
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dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan 

perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk 

mencegah terjadinya suatu sengketa serta cara menanganinya pada 

lembaga peradilan.25 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini memakai penelitian yuridis normatif, 

berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta 

bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif ialah suatu teknis dalam 

penelitian hukum guna menemukan aturan dan prinsip hukum, serta 

doktrin terkait masalah yang diangkat dengan hasil berupa teori atau 

konsep pemecahan masalah terkait isu tersebut.26 

Penelitian hukum normatif mengkonsepkan hukum dengan 

peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma, yaitu 

pandangan bagi manusia dalam berperilaku selayaknya di masyarakat.27 

Objek kajian dalam penelitian normatif ialah kaidah atau aturan hukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa 

secara hukum dengan memberikan argumentasi hukum.28 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dipakai pada penilitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

                                                   
25 Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta, hlm.10 
26 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta,  hlm. 35. 
27 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118. 
28 Mukti Fajar, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm. 36. 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

 Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mencermati segala 

perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan              isu 

yang dibahas. Pada metode pendekatan ini, penulis perlu            memahami 

hierarki dan asas-asas pada peraturan perundang- undangan.29 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Pendekatan ini dilaksanakan dengan mencermati segala kasus yang 

berhubungan pada isu terkait yang sudah menjadi putusan 

pengadilan yang sudah memilioki kekuatan  hukum tetap 

(incracht).30 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Sumber serta bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini terdiri 

dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari risalah resmi, peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, serta seluruh dokumen resmi 

negara.31  Maka dari itu, bahan hukum primer yang dipakai penulis 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1660) 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

                                                   
29 Peter Mahmud Marzuki, 2010, “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, hlm. 96. 

30 Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram, hal 

62. 
31 Ibid.,  hlm 59 
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Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5332) 

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606) 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Nomor 5946) 

6. Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg  

7. Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberi 

penjabaran terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari publikasi 

mengenai hukum seperti; buku-buku, jurnal, dan komentar mengenai 
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putusan pengadilan yang berhubungan terhadap penelitian.32 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberi 

penjabaran terhadap bahan hukum sekunder,33 yang terdiri atas; 

kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan teknik mengumpulkan sumber hukum 

secara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan pada 

bahan bacaan yang berkaitan dengan isu. Hal ini dilaksnakan dengan 

melacak bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau pada praktiknya 

metode ini dikenal dengan istilah studi kepustakaan (library research).34 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang dimanfaatkan penulis merupakan 

analisis kualitatif yang melihat data dari teori, peraturan perundang-

undangan, konsep, doktrin, prinsip, pendapat pakar serta penulis. Tujuan 

dari metode ini adalah untuk menguraikan data berkualitas tinggi dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, serta 

efektif, sehingga lebih mudah untuk dipahami data.35 

 

 

 

                                                   
32 Raco dan Conny R. Semiawan, 2010, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, 

Karakteristik, dan Keunggulannya”, Grasindo, Cibinong, hlm 2. 
33 Soejono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm 13. 
34 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Majul,  Bandung, 

hlm.35 
35  Muhaimin, Op.Cit hlm.60 
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6. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses 

penalaran dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang mmeiliki sifat 

khusus  menjadi hal yang bersifat umum.36 Dengan menggunakan teknik 

induktif dapat dilihat apakah dari kasus yang ada dapat ditarik suatu 

kesimpulan umum yang dapat diterima akal.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
36 Aditya Priyatna Darmawan, “Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta 

Contohnya”, Diakses dari https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-

deduktif-dan- induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all, pada tanggal 31 Agustus 2023, pada 
pukul 19:07 WIB. 

37 Ary Kristiani, “Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi 

PBSI BS UNY”, Jurnal Diksi, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 196. Diakses dari 

https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190, pada tanggal 31 Agustus 2023. Pada 

pukul 21:13 WIB. 

https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all
https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190
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